SELASA PAHING, 16 MEI 2023 ( 25 SAWAL 1956 )

Yedaubateon Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 4

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan tipe pasar, frekuensi layanan,
jam buka pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar, luas, dan golongan
jenis dagangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi keglatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis,
penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan

a. kenaikan sebesar 50% (IlmaF[':quh persen) dari pokok Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3ayat (2) hurufb; atau

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa SBKBG, seria pencetakan plakat SLF. b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Pasal 91
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d diatur dalam Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan Kang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada  samua Peraturan Walikota ang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi
Peraturan Walikota. persetujuan: urufa. Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak

a. pembangunan baru; (3) Waijib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang  pertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 58 b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayal (3)

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum danfatau SLF; dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus BAB VIII
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang c. PBG perubahan untuk: persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. KETENTUAN PENUTUP
bersangkutan, kemampuan masyarakal, aspek keadilan, dan 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2), dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dJ unasi dalam Pasal 92

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 3. perubahan luas Bangunan Gedung; jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Semua ketentuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. ; i 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; pajak parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Pasal 82 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya uniuk menutup sebagian biaya. Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan danfatau (1) Mekanisme penelapan Pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut  Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah harus dibaca

(4) Prinsip dan 1 dalam penetapan tarif R i Jasa Umum yang kesehatan; berdasarkan pel thltunnan sendiri berupa penerbitan SKPDKB,  dap dimaknai sebagai PBJT, sepanjang tidak bertentangan dengan
d:henkan oleh BLUD thBIapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayal  peraturan Daerah ini.

dang-undangan meng LUD. " sedang atau berat; f::) dfngan terlgb;h d:h:jlu #r'k' d ; P d ) a;autl P ;
) ; ajak secara jabatan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain Pasal 93
Pasal 59 ! gaeg‘anr‘i:l;n ae;rr;;g?andatau PATGSMMON. Ben tinen. st yang dimilikioleh Walikota atau Pejabatyang diunjuk... | Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan diatur dengan . peratyran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam budaya. Peraturan Walikota. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Pasal 57 dengan tarif Retribusi Jasa Umum. d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam dan pekerjaan perawatan. Y Bagian Kedua b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);
Da(_erah!r'e_l . e o ) dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan milik Pemerintah, Pasal 83 ¢. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

(3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun pemerintah daerah lain, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
sekall. menmiliki fungsi keagamaan/peribadatan. lain yang dipersamakan, dalam bentuk dokumen cetak maupun Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);

(4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada dokumen elektronik. d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 lemtang
ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan Pasal 73 (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 201
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek ) Pelayanan PTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (1) dapat berupa karcis, kupen, kartu langganan, tagihan BLUD, dan Nomor 4);

Retribusi Jasa Umum. b merupakan pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau e Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Ientang

(56) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sesual wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan perizinan elektronik. Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 201
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA. (3) Wajib Retribusi melaku} 1 Retribusi terutang yang Nomor 5);

Walikota. ditetapkan datam SKRD atau dokumen lain yang dlparsamakan f. ;:raggﬁ;n[;a‘:;agagolhamYogia;aa:aKg:n;g; t;kg‘thau% éﬁl?s“’{'a“ﬁ”ﬁ

i i bagai ksud pada ayal (2) ke kas Daerah atau melalui Iy n 1A U
Bagian Ketiga gﬁ:ﬁ;ﬁdk;;dgﬁ;gﬁq?ﬂ:&gﬁg‘:g‘%ﬂ:ﬁ:ﬁe ayanan 9 a Waiib | Retrbusi yang bertindak selaku pemungut. 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Retribusi Jasa Usaha a. instansiPemerintah: (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana Daerah Kola Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
dimaksud pada ayat ?1 menyetorkan seluruh penerimaan %etnbua 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang
b. perwakilan negara asi ud pi ¥ ) ¥ pe
P! . g ng: K h Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota
Pasal 60 c. badaninternasional: yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Vogyakarta Tahun 2017 Nomor 8)

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang danfatau jasa yang merupakan d. lembaga sosial: ' perundang-undangan. o h Peggturan Daerah Kota Yoavakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentan
objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 e Jembagakea a.maan'dan (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh " Perubahan atas Perat D""g\" h Kota Y karta Nomor 1 Tah nzmg
hurufb meliputi: x 3 balagt = gt g didika BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke le?:rt:n E’a':k ga:rahutrlfgmt?;rraan Daerar?glgtl:ata Y: aka?ta T:hl:ll"l 5018
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, - jabatan tertentu dilembaga pendidikan. R:ﬁ(enlng Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang- Nnmcl?5) i ay

dan tempat kegiatan usaha lainnya; undangan. -

b. penyediaan tempat pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil i  Pasal74 A (6) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan - Feraturan Daerah Kg;ga;{?ﬁya'ia“a 'g‘;rgghskgéh$ggfggaaﬂ;e{'gﬁﬂﬁ
hultaln termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat Qgiglkame?En%é“aggnlga;iag:.a?asp:?gggn%ri‘jagigﬁ"glaagarzrlt:k!r‘atsui i imakkehg:la?;'_a:almm:akakukan??:;ngutan Retribusi. Eieirs 2018N0m0r6};
pelelangan; J ) C etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur

¢ penyediaan tempat khusus Parkir diluar badan jalan; g:r?yz?e n%';;:_: ag%l;g g;lga;'egrga“n“g%ugﬁme”“mh Daerah untuk dalam Peraturan Walikota. k ;Zﬁ::Iﬁ:inP;Eg::rI;?}aﬁolfiam:sr?‘gaki?r(tl.aar'r:lg:‘r:; D?a;?arll:] nKD%aO 1\;29!::2223

d. penyediaantempat penginapan/pesanggrahan/vila; j Finokat Poned sl {ass: Hhas Selayinin DerENT-TarE _ ) Tahun 2018 Nomor 7);

e. pelayanan RPH; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: Bagian Ketiga k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang

f. pelayanan jasa kepelabuhanan; a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota

g. pelayanantempatrekreasi, pariwisata, dan olahraga; " biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan Pasal 84 Yogyakarta Tahun 2018 Nomnor 13);

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan b. pelayanan PTKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah I. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tenta
menggunakan kendaraan di air; ayanan dan/atau jangka waktu layanan. melampaui wakiu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat lerutangnya Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 201

i penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan ) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa terdiri atas: s:gg:::f::g" apabile Wajib Pajsak melakuken tindek pidana di bidang IS PaRC Burel q,ggyaﬂggu%m Perdesaan rgé}m Perkotaan

i emanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu iouti: I aerah.

! p nyelenggaraan tugas dan fun 5|yorg§n|sasl Perangk%sllbagr%h B :omllzli;asl.;gtl:rggg?lunan Sedurig melpul; (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut M. Peraluran D‘?:‘;ah AKO‘B JOQYEKSH% NQ'TI"“?{(W 3371“""(:;’020”39“3“%
dan atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status 2 indeks terintearasi: d berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat ) ua Atas Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- . Indeksterintegrasiidan . SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dgn
undangan. b ? |n|deks ke IGES:HQ Gged“dan | jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eerk(t)tasn (Eembahra}rz Dl:er\(ah Kotka 1295&3"3"3 :ah,'r-'"hgozgg;é“?r 1?}-

2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk - formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. fi;; LOURUER, Lored. b XOQYARAe wamol. . Jai RANG

(2) pe!ayaﬁan ;fang diberﬁ e pada ayat (1) 1. volume: (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 5elll1bu9| Pela%anazr:} ;gm.r Di Tt:p_l Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf ¢, 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan ditangguhkan apabila sebelum jangka waktu sebag 1a ¢ Pogt . ““h 5 °$"°" ]'-‘ 9 S S
huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf | dipungut oleh Pemerintah 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. padaayat (2): o Rzﬁburqn_rerger? Kh olas ggr‘{?r alil:mb::ggrbaarahulzma Y nka;g
Daerah. a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa ; atau TahunuzsCIPZU NOpI'?K)f 2}'_"3” arkit { a ogya

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, Pasal 75 b. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung :
dan huruf h tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi maupun lidak langsung. P Peraturan Dasrah Kot Yogyskarta Nomor 3 Tahun 2020 tantang

ks b ) P : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota

(5) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menulup sebagian (4) Dalam hal diterbitkan Surat Te(iuran atau Surat Paksa sebagaimana Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak q. Peraturan Daerah Kota Y ya||<arta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
jasalpelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana ) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa. " Perubahan Kedua atas Pe?l?turan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (1) meliputi: (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

a. biaya penerbitan dokumen izin; pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan

(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana b. pengawasan; menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1);
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelagananjasayangdllakukanoleh c. penegakan hukum; kepada Pemerintah Daerah. r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan d. penatausahaan; dan/atau (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
pihak swasta. e. biayadampak negatifdari pemberian izin. ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

(7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orat? pribadi atau Badan ) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Yogyakarta Nomor 21); dan
yang menggunakan/i ¥ Jasa dalam Pasal 75 ayal (1), memperhatikan pada fincian layanan Pajak. 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang

(8) Waijib Retribusi Jasa Usaha rnerupakan orang pnbad: atau Badan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana Retribusi Penggunaan Tenaga Ker!ra Asing (Lembaran Daerah Kota
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk Bangunan Gedung. dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. ) Biaya penyelenggaraan pemberlan izin dalam pelayanan pengesahan tanggal pengakuan tersebut. Yogyakarta Nomor 27),

(9) Ketentuan mengenai penambahan detail rincian objek atas pelayanan rencana B ¥|- imana dimaksud dalam Pasal 76 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diatur ayat (1), memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur Pasal 85
dengan Peraturan Walikota. dalamp 1 perundang-und mengenai PTKA. (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa Pasal 84

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat  Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada
Pasal 61 Pasal 76 terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak tanggal 5 Januari 2025.

Penyediaan tempat kegiatan usaha b pasar grosir, pertokoan, dan Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan pidana dibidang Retribusi.

tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 95

(252#rgur:::if-“g;piaaglnleqse;g:g;?::nmg:ly';%zﬁgr?tﬁl?ﬁa?‘ler;ep:a fta:m;aast dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu, (1) ditangguhkan jika: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

[l % i i

5 ' e rper : h L ) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai a. diterbitkan Surat Teguran; atau

E”g'a‘f‘“ usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

aeran. lerutang. langsung maupun tidak langsung. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ‘Yogyakarta

Pasal 62
Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf ¢ merupakan penyediaan tempat
khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63
Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

dinyatakan dalam saluan mata uang selain rupiah, pembayaran
Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
kepentingan perpajakan.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerahini.

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(4)

(5)

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
gada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan
esadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara lidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ditetapkan di Yogyakarta
padatanggal .
Pj. WALIKOTAYOGYAKARTA

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta

padatanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTAYOGYAKARTA,

oleh Pemerintah Daerah. (6) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
Pasal 64 Eerkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek
Pelay RPH sebagai ksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e etribusi Perizinan Tertentu.

merupakan pelayanan penyemaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk (7

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
Pasal 86

AMAN YURIADIJAYA

palayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong
yang disediakan, dimiliki dan/at oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65
Pelayanan tempatl rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud 1)

pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran
hargal/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung
negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan
dalam peraturan pemerintah mengenal jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

()

Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan
gar_\gkelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan
ajak.

Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah
memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEMBARAN DAERAHKOTAYOGYAKARTATAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN |

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan ~ (3) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan
Pasal 66 ) sebagaimana cﬁmaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayra;J (8) ijlalur @ Eenagihgﬂ S""(dah kedaluwarsa dapat dihapuskan. . Gl STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
i i i Peraturan Walik iutang Pajak yang dih 1 seb dimaksud pada aya
Gnksud diom Bassl 60 2yt (1) hund | morupakoe ponfuaian hasd fotaplericalon Kepuinan Vi ko i O ORI T o S n AR CHENOAREAR RO
it o lion g P‘émerinlah Diiiah Pi penj Bagian Keempat (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan YOGYAKARTA
> Pemanfaatan Penerimaan Retribusi setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu 1. Pelayanan Medis pada Rawal Jalan
Pasal 67 Pasal 77 kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2. Pelayanan Medis pada Rawat Inap
(1) Pemanfaatan asel Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan P faatan dari p i 1 setiap jenis Retribusi diutamakan untuk 1e]n:;$‘:n:?yat (2), dibuktilan; dengan. dokuman pelaksanasn 3. Pelayanan Medis pada Ra"f'al Darurat
tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah At optimalisasi mendanal kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan (6) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 4. Pelayanan Penunjang Medis
aset Daerah dongan tidak mengubah status kepemillkan sebag yand bersangkutan. dilakukgn dengan mempenimbangka%al'lasil koordinasi dengan ;parat S-... Keqiatanon Pelayanan
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan BMD ) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola pengawas internal pemerintah Daerah B. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai oleh BLUD dapat langsung d|8unakan untuk mendanai (7) Ketentuan lebih lanjut me anaitatacéra anghapussn oivtang Pajak Pelayanan Medis pada Rawat Jalan
pengelolaan BMD. penyelenggaraan pelay dengan ketentuan s I fneng panghapusan pluang =) > Pelayanan Medis pada Rawat Inap

diatur dalam Peraturan Walikota.

(2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan perl..l_ndang—undangan r_nengenal BLUD. ) o 3. Pelayanan Medis pada Rawat Darurat
pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri atas: Keéenm.an leblg Ianlj(ul aner;%enal p?r?%nfgalan ptten(ezr;n‘éaan R:jalnbusr Pasal 87 4. Pelayanan Penunjang Medis
. sebagaimana dimaksu a ayal an aya iatur dengan ) . <
g' ;aeﬂls::a?gg:nan_ Perat?.lran Walikota. p ¥ ¥ Co (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan c. Pgmffr%mggggs;}ragzg&USKESMAS
c‘ peralatan . Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 1. Layanan Pemeriksaan atau Konsultasi
: t BAB IV (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang y i
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Layanan Tindakan Medis
fggeunaan ;“ﬁ?:' I.antgéga pemadam kebakaran dan mobil pemadam (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara penghapusan piutang 3., LayanantHomscar danMisum
RRARRrdRURILN KSRl . Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota. 4. Pelayanan Persalinan
a. pemadaman kebakaran; Bagian Kesatu 5. Laboratorium
b. pelayanan edukasi; dan/atau Psmu;guta;lapaiak BABV 6. Pelayanan Elektromedis
0., pelayanansosisl. asd. PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN 7. Pelayanan NonMedis
) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan i Y y D. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN
Pasal 68 Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Waijib ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI 1. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan Jenis Pelayanan | Tarif (Rp)
miah penagunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya send(ijﬂé: bagaimang dimaksu%dmam el {Z)Vserkewajiban (1) Dal dukung kebijak Pl?ﬁl %sh berinvestasi, Walikota dapat 1. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE |
i mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Walikota atau alam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapa .
ge?sga?':sl]it?g:ng Femetiniah Caemniniuk penyelenoaraniasa yahy Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. SANITAS], KOLAM RENANG. SRA GAN PEMANDIAN UMUM
T 1 ; h i pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: A. KUALITAS AIR KEPERLUAN HYGIENE SANITASI PARAMETER
@ d}nmg:kﬂugeprja%%u;;aalr}1]?:?:;;:?:a'?ﬂedg:g?nnkg?:;ug? @ se imana ) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya a. pengurangan; IS KiMIA DAN E’"KROE’O"OQ =
A b ki Lerdasarian.i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Perangkat b. keringanan; dan 1. Fisika Alr K Higiecss L L)
2., penyesiann Iempel sagisan. Usana (CARMIL. dariasanan. s Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang . b h 8) Bau
tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu enaelolaan Paiak Dagrah menetapkan NPWPD secara jabatan c. pemb atau peng 1, atas pokok Pajak, pokok b TDS
pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, danfalau tempat p Igeo ) gt Frsap 4 1 Ia . Retribusi, dan/atau sanksi Pajak atau Retribusi. & :
usaha lainnya; ) Walikota atau g?‘paz_ b@:;‘angkal Da!zlm )é}aqgknsenyehang?a;akk:n (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada l{at (1) dapat diberikan d) Rasa
b. penyediaan tempatl khusus Parkir di luar badan jalan diukur "L':_ﬁf”w‘?ms{g‘..b g". ‘k ) d:”? tpaen%%‘ ia; aaa ta?cm g:-firgl h” atas permohonan “{lb Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan o) Suhu
berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat % o e: kan| ) al;‘ A e?i:tausanh:ke% da]l: A ell?P:Q; dar:.faza% W':|b secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi; ) Warna
pengguqaanternpatkhususl?arklrdiluarbadan]alan'. . . Pa]akgteﬁnasuk informasi _geografis obje PajaL untuik prarluén a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 2. Kimia Air Keperluan Higene
c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur administrasi perpajakan Daerah. b.  kondisitertentu objek Pajak; 10 Parameter Waijib
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka ) Dokumen yang digunakan sebagal dasar pemun utan jenis Pajak yang ¢ untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra a) pH
waklupemakalanflasmtastempatpeng_lna_panfpesanpgr_ahanma: dipungut berdasarkan pan Walikota mﬂ, a dljma sud mikra; b} Besi
d. pelayanan RPH diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT. d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program ~ ¢)Fluorida
frelcu_e|n5| layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas ) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yan prioritas Daerah; dan/atau d) Kesadahan (CaCO3)
i . . . e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai Mi
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur gf;’;g;,’;t??{d;ﬁg‘:é’p‘ﬁgh”""ga" Serch cetagemane dmaley ;mgramprion"‘;a:ngsionai! ' & :;Nllral sebagalN
her:(j!asarkan ier_'us f?snlrﬁs, fn;ekuentm Iaganar_\, dan_.fa_laut;angka Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi-
gih,:ggf*'“a alan TaatlEn, RmaeL. IIRas), Ranwssa,. aan Walikota atau Kepala Perangkal Daerah yang menyelenggarakan tahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pir- h) Shank
¢ nluslan Prodiksi Ussha’ Dbsrah . diukir Berdasarkan feris urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat kan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut. 1) Deterjen
* g:nfalauvalumei’roduksi Usaha Daerah; dan ! menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal i) Pestisida Total
fa D I penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 10 Parameter Tambahan
g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan ]enls ayanan. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Walikota. a) Air Raksa (Hg)
gekuaﬂw layanan, dan/atau jangka wakiu | ¥ ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). b) Arsen (As)
ool ) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Pasal 89 <) Kadmium (Cd)
Pasal 69 Angsuran, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pemb (1) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 4) Wedenim, ‘rtanst 3 {CF)
. it § o Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat mem- o) Sang (Zn) _
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarf Refribusi Jasa Penagihan Pajak. berikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur pembayaran atas pokok danfatau sanksi Pajak dan/atau Retribusi
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Walikota. dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
3 tpersebu;dllakukan 33:5{5 efisien dan bem‘:aé“asépa?f harga p:sar. Pasal 79 (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan e
(3 drtI)nSIl':ﬂ a& S:SSIEJE?: ?en;apekgﬁfﬂpﬂﬂ 13"&8 etri lli:t 3{’35 USF'? 515‘5“9 Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pembayaran sebagaimana dimaksud pada iualmdﬂakukan dengan al Wallb
rn e vttt atisnst s al i Pajak, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Waijib Retribusi dan/atau
dangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak objek Pajak atau objek Retribusi. b TAS AIR K =N
Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk  (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi £ HUALITAS AR 1SOLAM RENANG
Pasal 70 i:enlsPaJakyangd]pungutberdasarkanpenga itungan sendiri oleh Wajib kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. wForarmetar Fla
(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara ajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2) Bau =
mengalikan tingkat peng unaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ——D) Kahenihan (NTL)
Pasal 68 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha. terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: ditempati Wajib Pajak dari golangan tertentu, nilai objek Pajak
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam a. hasil Pemeriksaan; dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang lerdampak bencana
Lamplralnlll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan b. penghitungan secara jabatan karena: alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
Daerah ini. 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangkawaktu  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan,
(3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun terlenty dan telah g‘!egu, secara tertulis namun tidak pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pic Plote Count (HPG) (CFUMGom |
sekali. - s 2 . disampaikan pada wakiunya sebagaimana ditentukan dalam danfatau sanksi Pajak danfatau Retribusi sebagaimana dimaksud nas asroginosa (CFUA0OM) |
(4) Pen{n](a;)aré I}a:f kRetnt:lum Jasa Usaha s;ﬁ.lbﬁgalmgng glmahkSUd pgda Surat Teguran; pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. T EE“ (CFUM00mI)
aya ilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 3 iib Pajak tidak kuk ki . e
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek 2 :\;:ﬂb SRl e AN pambURLAN AL P atAn; BAB VI 3 mz}n:gorrsw(CFUF1Mmll
Retribusi Jasa Usaha. i ki i T
L ) Lo 3. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemerik
(5) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan e A e e KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK ajpH
sebtggaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau Pasal 90 ::Sisa khior bebas
Walikota. ’cs_alatan. %%kgm;n Y&n'%menfaﬁib‘?ak“;“)"i- dan ‘tmklt'me” (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala d) Sisa khlor te 0.000
Bagian Keempat ain yang il ungan dengan ek« ajax yang tennandg; sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Waijib Total bromine d
Mk b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempal atau Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ) Oxidation Reduction Potensial (ORF) 20.660
Retribysi Perizinan Tertentu ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan —R S SOLUS FER AGUA SPA) ===
Pasal 71 guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau Daerah Q‘iKU?'LaI:‘rA w:;‘_-!_k ER AQUA (SPA) |
(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi ©) memberikan keterangan yang diperlukan. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhada e
Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf ¢ SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iterbitkan dalam hal tanage. anil yang dtunjuk oloh Wallkota, Unluk membanty. daiarh AT
T“BI'PUU-‘ ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terun, 3I¢apdan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang =L =
a. PBG; meny Pajak yang lerutang setelah dilakukan perpajakan Daerah.
b. PTKA;dan pemenksaanclalarnrangkapenarbltanSKPDKB 3) Dik likan dari ketent bagai dimaksud L(1) d —
c. pengelolaan pertambangan rakyat. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal @ a,:,a??;fn'.,emnp:ﬂla: Bniuan gebagalmane ciialksud pade syst (1xeun & Eféa"éiﬁgéﬁféa - TS
(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a dan jumiah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit Pajak Peiabat dan/atau t hli bertindak seb: kai-at AL 2
huruf b dipungut oleh Pemerintah Daerah. atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. al?l]i%a?amasr:dan;p::;g::laanIg::g eriindak sebagat saksl alau :)).Pm- 2::” ?{‘z;:z::ﬁ”g;ﬁ’;wom" ::'ggg'
(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk d) 53’;”3 (CFU/100mI) 74.000 |
dipungut oleh Pemerintah Daerah. . Pasal 80 : memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau 9; Legionella spp (CFU/100mI) 74.000 |
(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau Dalam hal b kan hasil Py 1 terdapat kelebihan pembayaran instansi Pemerintah yang berwenang ) p 3 Kimia =]
diberikan oleh P intah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah Pajak, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yan%menyelenggarakan dalam bidang Keuangan Daerah. :
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. urusan gemennlahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikola berwenang memberikan izin
(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana SKPDL tertulis kepada p eb ksud pada ayat (1) dan
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan perizinan yang tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan
dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha - Pasal 81 keterangan, memperiihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib dan sisa bromine
milik daerah Daerah, dan pihak swasta. o (1) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang Pajak kepada pihak yang ditunjuk. ) Oxidation Reduction Potensial (ORP}
(6) Subjek Refribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf {5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana d. KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM
Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu. a dan huruf b angka 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara 1. Parametor Fisik
(7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin ~—a) Subu
Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan tertulis kepad pada ayat (1), dan b) Indaka sinar matahar (ullra wiolet indek)
melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu, dihitung penuh 1 (satu) bulan. tenaga ahli sehagarmana dimaksud pada ayal (2), untuk memberikan <) Kejernihan
) Waijib Pajak yang memiliki jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Waijib Pajak yang 3 ! Biologi
Pasal 72 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayal (2) hurufb angka 2 dikenai ada padanya. . ;}, T (CFUJ 100m) I TS 000
(1) Pelayanan PBG seba dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf sanksi administratif berupa bunga dihitung dari Pajak yang kurang atau () Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus b) €. Coll (CFU/00m) [ 74000
a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai terlambat dibayar, untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat) menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang 3P Kimia -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, terhitung diminta, serta kaitan anlara perkara pidana atau perdata yang
sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif bersangkutan dengan keterangan yang diminta. o

berupa:




